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TENTANG

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN

DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dan tertib administrasi
kepegawaian yang disebabkan pejabat
struktural berhalangan tetap atau sementara,
perlu disusun pengaturan mengenai
pengangkatan/ penunjukan pelaksana tugas
dan/atau pelaksana harian pejabat struktural
di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Pelaksana Tugas dan
Pelaksana Harian Pejabat Struktural di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
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Mengingat:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
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6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun
2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
60/P Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10
Desember 2001, perihal Tata Cara
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai
Pelaksana Tugas;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 26.3/V.5-10/99, tanggal 18 Januari
2002, perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Harian;
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3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor K.26-30/V.22-4/99, tanggal 18 Januari
2010, perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana
Tugas Sebagai Pimpinan Instansi Untuk
Menandatangani DP-3 Pejabat Fungsional

Umum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN

PERIKANAN TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang
diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena
pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat
yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural,
karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan
sementara.

Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan
jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil,
dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan
tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan
pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri,
sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan lain yang serupa
dengan itu.
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Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan
jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional umum adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan
untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka
kredit.

Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional tertentu.

Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam
suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dalam suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dalam suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Kelautan dan
Perikanan.
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